AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN HARGA
PANGAN STRATEGIS DI DINAS PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

SKRIPSI

OLEH :
DWI CAHYANI
NPM : 1503100110

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan

UMSU

Unggul | Cerdas | TerPercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN

TA. 2019












ABSTRAK
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGAWASAN HARGA PANGAN STRATEGIS
PERDAGANGANGAN KOTA BINJAI
Nama ; DWI CAHYANI
Npm : 1503100110

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas kinerja
pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
kepustakaan dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian adalah bagaimana
akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga
Pangan Strategis. Akuntabilitas yang dimaksud pengawasan dalam Program
harga Pangan Strategis, pertanggungjawaban operator, Tim Pelaksana Kegiatan,
Kepala Seksi kepada Kepala Bidang mengenai pelaksanaan program Pengawasan
Harga Pangan Strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas
Perdagangan Kota Binjai sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya dan
sudah sesuai dengan panduan yang ditetapkan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sudah maksimalnya akuntabilitas
kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan
Strategis. Dalam hal ini masyarakat dan para pelaku usaha sangat berharap
adanya peningkatan dalam kinerja pemerintah kearah yang lebih baik..

Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik atau good governance ditandai dengan tiga pilar
utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar
tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan
yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang
terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara
aktif. Pelaksanaan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu
pelaksanaan pemerintahan adalah Pelaksanaan Program Pengawasan Harga
Pangan Strategis (HPS). Dalam hal mempertanggungjawabkan kewenangannya
inilah aparat pemerintahan dituntut untuk menjalankan asas-asas akuntabilitas
yang sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja adalah
“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.
Akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik.

Hal ini bertujuan karena pemerintahan yang merupakan aktor utama dalam
menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi

kewajiban seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk
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mempertanggungjawabkan dan menjelaskan Kinerja atau tindakannya kepada
pihak-pihak yang mempunyai hak untuk meminta jawaban serta penjelasan atas
hasil seluruh tindakannya.

Sesuai Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kerja. Hasil
pengukuran kinerja dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerjanya maka pemerintah melalui Dinas
Perdagangan Kota Binjai menggunakan berbagai program untuk mengatasi
masalah. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka
mengantisipasi gejolak harga pangan dan menstabilkan harga pangan adalah
Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS). Program ini dilaksanakan
oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai yang merupakan salah satu instansi
pemerintahan.

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan salah satu
program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga yang
terjangkau daya beli masyarakat, kondisi kondusif dan memberikan ketenangan
bagi masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) terfokus pada stabilitas
harga pangan. Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama bagi produsen,
konsumen dan pemerintah. Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan

kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi pemerintah harus melindungi



masyarakat dan petani dari gejolak harga pangan. Gejolak harga pangan dapat
menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan
karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan
pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya
distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan adanya
gangguanp-gangguan pada proses distribusi seperti kurang baiknya sarana
transportasi atau adanya dampak perubahan iklim. Sementara itu, daya beli dapat
menjadi indikator tentang keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang
dipengaruhi oleh harga dan pasokan pangan. Terjadinya gangguan dapat
mempengaruhi harga dan daya beli terhadap pangan. Oleh karena itu, diperlukan
“Sitem Peringatan Dini” tentang kondisi pangan dan harga pangan yang akurat,
agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan
terjadinya gejolak.

Undang-undang Perdagangan No 7 tahun 2014 pasal 26 ayat 3
mengamanatkan bahwa “dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang penting. Menteri menetapkan kebijakan harga,
pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor”. Dalam UU
tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan
kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga.

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) Tahun 2019 merupakan
kelanjutan dan perbaikan dari program tahun 2018 yang sudah dilakukan sejak
tahun 2010. Program ini dilaksanakan di 518 kabupaten/kota yang tersebar di 34

provinsi, dengan melibatkan 928 orang petugas lapangan (enumerator)



kabupaten/kota sebagai petugas pengumpul dan pelapor, 34 orang enumerator
ibukota provinsi dan 50 orang enumerator wilayah Jabodetabek.

Dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) ini
juga dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau petugas lapangan
(enumerator) yang bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan data mengenai
data atau informasi harga dan pasokan pangan yang akurat dari waktu ke waktu
dengan menggunakan metode panel data, yang diperoleh secara periodik atau
berkala dari sasaran yang sama. Melalui panel data harga pangan, akan diperoleh
gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat
memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan. Dengan demikian
memudahkan dalam melakukan antisipasi tindakan yang diperlukan. Kegiatan
panel data harga pangan Kota Binjai dilaksanakan di 3 pasar yaitu Pasar Tavip,
Pasar Kebun Lada dan Pasar Brahrang.

Secara struktur organisasi di Dinas Perdagangan Kota Binjai, pelaksanaan
Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) dilaksanakan oleh Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang. Sebagai pihak pelaksana program pengawasan harga pangan strategis,
tentunya ada pertanggung jawaban atas program yang dilaksanakan oleh pihak
pelaksana yang berbentuk penyajian data, informasi, dan dokumentasi dari hasil
observasi kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan. Hal ini merupakan sebuah
kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan dan tindak

lanjut kegiatan tersebut sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang
dasar pembentukan Dinas Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang
Pemerintah Kota Binjai di bidang perdagangan dan pasar, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota
Binjai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Binjai
dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang perdagangan dan pasar Kota Binjai.

Dalam pelaksanaan suatu program pasti memiliki kelebihan dan kekurangan
ataupun hambatan dan faktor-faktor masalah yang dihadapi, begitu juga dengan
pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) di Kota Binjali
belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan masalah yang ada dilatar belakang di atas penulis melakukan
penelitian dengan judul “Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan
Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota

Binjai”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang
penelitian ini, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana
Akuntabilitas Kinerja Pemerintan Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan

Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai?”



1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan

Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Akademis : Untuk memperkaya referensi studi-studi IImu Administrasi
Negara, Kkhususnya mengenai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam
Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas
Perdagangan Kota Binjai.

b. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam
Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dan berusaha
mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dan diperoleh selama
pelaksanaan perkuliahan terhadap praktek di lapangan.

c. Bagi Pemerintahan Dinas : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan kepada Pemerintahan Dinas mengenai Pelaksanaan Program

Pengawasan Harga Pangan Strategis.



1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika dengan

membagi penulisan menajadi V ( Lima ) bab yaitu:

BAB |

BAB |1

BAB IlII

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat

penelitian.

: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, peneliti menguraikan teori-teori yang
relevan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan
Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota

Binjai.

: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis peneliti menguraikan tentang jenis
penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi,
naraasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, tempat dan waktu penelitian serta deskripsi lokasi

penelitian.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisikan analisis data yanag diperoleh

dari penelitian dan pembahasan yang telah diteliti.

: PENUTUP

Pada bagian ini berisikan tentang simpulan dan saran.



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Akuntabilitas
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Widodo (2001:30) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2002:20) Pengertian Akuntabilitas .adalah kewajiban pihak
pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:75), akuntabilitas merupakan suatu
evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seseorang petugas, baik masih
berada dalam jalur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan
kewenangannya.

Dari ketiga definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
akuntabilitas adalah kewajiban seseorang ataupun suatu organisasi untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada

pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.



2.1.2 Manfaat Akuntabilitas

Adapun manfaat akuntabilitas antara lain.
Efesien dan efektivitas organisasi pemerintahan
Perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Penghentian penyakit administrator.

2.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas

a.

Menurut Mardiasmo (2002:21) Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu:
Akuntabilitas Vertikal (Internal)
Setiap pejabat atau petugas publik individu maupun kelompok secara hierarki
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya
mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara
periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.
Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)
Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu
organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah
diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan

kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.
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2.1.4 Indikator Akuntabilitas
Menurut Dadang Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :
a.  Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan

c.  Adanya output dan outcome yang terukur

2.2 Kinerja
2.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Taufiq Effendi (2006:237), kinerja pada dasarnya berarti prestasi
kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau penampilan kerja.

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai
dari hasil kerjanya.

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003:223-224)
menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari
fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu
tertentu.

Dari pengertian teori di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Kkinerja
adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
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2.2.2 Indikator Kinerja

Menurut Adisasmita (2011:102) penetapan indikator kinerja merupakan

bagian integral dari perencanaan strategik. Tanpa indikator Kinerja yang jelas,

rencana strategik tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada

tolak ukur yang jelas mengenai apa yang akan dicapai oleh setiap kegiatan.

Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh

kegiatan, tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya digunakan secara efisien,

efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegitan dimaksud.

Dalam manajemen, indikator kinerja mempunyai peranan antara lain:

a.

Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran
yang digunakan untuk pencapaian kinerja.

Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan
mendekati pencapaian kinerja yang telah direncanakan.

Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian Kkinerja  dengan
membandingkannya dengan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang objektif
bagi para pelaksananya.

Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menjadi alat untuk membantu memahami proses Kkegiatan instansi

pemerintah.
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h. Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara

objektif.

2.2.3 Evaluasi Kinerja

Menurut Adisasmita (2011:93) tahapan evaluasi kinerja dimulai dengan
menghitung nilai capaian dari pelaksanaan per kegiatan. Kemudian dilanjutkan
dengan menghitung capaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan
pembobotan dari setiap kegiatan yang ada di dalam suatu program. Untuk
membantu evaluasi kinerja digunakan formulir EK (Evaluasi, Kinerja) yang
terdiri dari formulir EK-1, yaitu untuk penilaian kinerja kegiatan, formulir EK-2
untuk penilaian kinerja program, dan formulir EK-3 untuk penilaian kinerja
kebijaksanaan.

Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan evaluasi kinerja adalah
membuat kesimpulan hasil evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja.
a. Membuat kesimpulan hasil evaluasi

Untuk membuat kesimpulan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas, digunakan
skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja dimaksud dibuat berdasarkan
pertimbangan masing-masing instansi antara lain dengan skala pengukuran
ordinat.
b. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja

Suatu laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator

kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian Kkinerja,
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sebagaimana diuraikan di atas. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi
relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan
keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu,
dari kesimpulan evaluasi perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian
akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisa tersebut meliputi uraian
tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan
kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi

sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategik.

2.3 Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
2.3.1 Pengertian Pelaksanaan

Menurut Usman (2002:70), bahwa Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau
pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap
siap. Secara sederhana pelakasanaan bisa diartikan penerapan.

Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan menurut Harsono (2002: 67), Pelaksanaan atau implementasi
adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan
dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka

penyempurnaan suatu program.
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Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada
aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan
mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh
berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan
bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh
pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun
diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur
disertai dengan usaha-usaha dan dukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai
berikut: a). Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses
penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang
disampaikan; b). Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat
komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang
diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna
melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan; c). Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya
dari mereka yang menjadi implementer program; d). Struktur Birokrasi, yaitu SOP

(Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan
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program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena
penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses
implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara
suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi
sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: a). Adanya
program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; b). Kelompok masyarakat yang
menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; c). Unsur
pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan pelaksana suatu program senantiasa

melibatkan ketiga unsur tersebut.

2.3.2 Pengertian Program

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, program didefinisikan sebagali
rancangan mengenai asas — asas serta usaha — usaha yang akan dijalankan.
Program adalah rangkaian dari tujuan, kebijakan, prosedur, pembagian tugas,
langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan,
dan unsur-unsur yang diperlukan untuk mencapai arah tindakan yang ditentukan.
Suatu program pokok juga dimungkinkan memiliki program-program turunan.
Isi dari program pada umumnya memuat berbagai hal, diantaranya:

1) Nama program

2) Unit atau departemen yang terkait program
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3) Penjelasan tentang maksud dan tujuan program

4) Sasaran-sasaran program

5) Pengorganisasian program

6) Prosedur-prosedurnya

7) Jadwal kegiatan

8) Anggaran masing-masing kegiatan

9) Kewenangan pengecekan yaitu siapa yang ditunjuk untuk melakukan

pengecekan dan menandatangi berita acara.

2.3.3 Pengertian Pengawasan

Definisi pengawasan menurut Mockler dalam Handoko (2003:360) Suatu
usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan
perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan
nyata dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan
dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan oleh ketua ataupun pimpinan di dalam suatu organisasi tertentu agar
dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan anggotanya yang dilakukan
sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga
ketua ataupun pimpinan tersebut mengetahui kenaikan kinerja atau penurunan

kinerja anggotanya.
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2.3.4 Program Pengawasan Harga Pangan Strategis

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan program
yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka pengendalian pasokan dan harga
pangan serta merupakan bagian dari “Sistem Peringatan Dini” terhadap berbagai
potensi yang akan menimbulkan naiknya harga bahan pangan menjelang, saat, dan
setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan, Idul Fitri,
Idul Adha, Natal, Tahun Baru dan Imlek. Tujuan dari dibuatnya program ini untuk

menstabilkan harga pangan apabila terjadi gejolak harga pangan.

Adapun yang menjadi sasaran dalam program ini yaitu terumuskannya
kebijakan harga, distribusi, dan cadangan pangan sebagai antisipasi untuk
penyelesaian masalah yang mungkin timbul serta terciptanya stabilitas harga yang
terjangkau bagi daya beli masyarakat, kondisi kondusif, dan ketenangan bagi

masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

2.4 Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam
Pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis

Sebagai pihak pelaksana program Dinas Perdagangan Kota Binjai tentunya

ada pertanggung jawaban atas program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana

yang berbentuk penyajian data, informasi, dan dokumentasi dari hasil observasi

kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan. Hal ini merupakan sebuah

kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala aktivitas kegiatan dan

tindak lanjut kegiatan tersebut sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
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Dalam hal ini pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perdagangan
Kota Binjai ialah pelaksanaan Program Harga Pangan Strategis, akuntabilitas
kinerja yang dilakukan oleh staff ataupun pegawai Dinas Perdagangan Kota
Binjai mengevaluasi kegiatan terhadap kondisi harga bahan pangan.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang
dasar pembentukan Dinas Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang
Pemerintah Kota Binjai di bidang perdagangan dan pasar, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota
Binjai.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Binjai
dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang perdagangan dan pasar Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut: a)perumusan
kebijakan di bidang perdagangan dan pasar, b)pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan dan pasar, c)pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
perdagangan dan pasar, d)pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagagan
dan pasar, e)pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh
informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Menurut Sugiyono (2011:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel
yang satu dengan variabel yang lain. Sedangkan metode penelitian kualitatif yaitu
suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya
peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi

dengan orang-orang di tempat penelitian dilakukan.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berfikir yang dijadikan sebagai
landasan dalam momentum perspektif penelitian. Berdasarkan judul penelitian,
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Harga
Pangan Strategis, adapun kerangka konsep dalam penulisan ini digambarkan

melalui bagan sebagai berikut:
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Gambar 3.1 : Kerangka Konsep Penelitian

1. Adanya Pengawasan Program

Akuntabilitas Kinerj i
untabilitas Kinerja Harga Pangan Strategis

Pemerintah dalam Program

v

2. Adanya Laporan Secara Periodik
Pengawasan Harga Pangan

3. Adanya Kerjasama  Antara

Petugas dan Pelaku Usaha

4. Adanya Hasil Kerja

A\ 4
Terlaksananya Program

Pengawasan Harga
Pangan Strategis (HPS)

3.3 Defenisi Konsep
Tujuan dari definisi konsep adalah untuk merumuskan istilah yang digunakan
secara mendasar dan penyamaan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Untuk
mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat
diukur, maka akan dibuat beberapa defenisi konsep, yaitu:
a. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang ataupun suatu organisasi untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan
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kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan
keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan
tujuan dan sasaran organisasi.

Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) merupakan salah satu
program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga yang
terjangkau daya beli masyarakat, kondisi kondusif dan memberikan
ketenangan bagi masyarakat dalam merayakan Hari Besar Keagamaan

Nasional (HBKN).

Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian

untuk pendukung analisa dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini

adalah:
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No Kategorisasi Indikator
1. | Adanya Pengawasan Program | a.Penyajian Data
Harga Pangan strategis b.Penyajian Informasi
2. | Adanya Laporan  Secara | a. Aspek Waktu
Periodik b. Aspek Tempat
c. Aspek Pelaksananya
3. | Adanya Kerjasama Antara | a. Koordinasi Petugas dan Pelaku
Petugas dan Pelaku Usaha Usaha
4. | Adanya Hasil Kerja a. Laporan
b. Publikasi
c. Stabilitas Harga

3.5 Narasumber

Narasumber adalah suatu individu maupun suatu lembaga yang memberikan

atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, tempat dimintai informasi

untuk kepentingan pemberitaan.

Kedudukan narasumber diperlukan untuk

mendukung suatu penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi narasumber

dalam penelitian ini terdiri atas 4 narasumber, yaitu:

a. Marlise Sirait ( 49 Tahun), Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai

b. Perdamean Simamora (47 Tahun),

Kepala Seksi

Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

c. Ricko Prayogi (25 Tahun), Operator Analisis Perdagangan

d. Johannes Liberty Ginting (43 Tahun), Pengutip Pasar/Petugas Lapangan

Pembinaan

dan
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data atau informasi yang

mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada
lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan tanya

jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan

kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Teknik Data Sekunder

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dan bahan-
bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Penelitian ini
dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku,
karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah
yang diteliti.

2. Studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang diperolen dengan
menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian serta
sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti dengan instansi

terkait.
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3.7 Teknik Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan
di analisa terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan pengambilan
keputusan.Tujuan metode analisa data adalah untuk menginterprestasikan dan
menari kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul.

Menurut Maleong (2006:121) Analisis Kualitatif adalah proses
pengorganisasian dan menurut data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar
sehingga dapat dikemukakan tema serta sesuai dengan yang disarankan olehb
data.

Proses analisis kualitatif ini di lakukan dalam tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara
tertulis.

C. Menarik Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-
pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan
proposi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifiaksi selama penelitian

berlangsung untuk kesimpulan akhir.
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3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perdagangan Kota Binjai, dan waktu

penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Binjai

Dinas Perdagangan beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 113
Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara Kota Binjai. Pada awalnya Dinas
Perdagangan digabungkan dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) pada tahun
2014/2015. Lalu, pada tahun 2016 Dinas Perdagangan digabungkan dengan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).

3.9.2 Visi, Misi dan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Binjali

1. Visi
Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat
(12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang
peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu

daerah/organisasi pada masa mendatang.
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Visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai

untuk kurun waktu 2016 - 2021 akan mewujudkan visi :

“TERWUJUDNYA PENGENTASAN KETENAGAKERJAAN SERTA
TERCIPTANYA INDUSTRI KREATIF, JASA PERDAGANGAN MELALUI
PENATAAN DAN PENINGKATAN KWALITAS APARAT DAN
KWALITAS PELAYANAN UNTUK TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT YANG MAJU DAN BERDAY A SAING”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian
dan Perdagangan Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh
elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun makna dari penyataan dari
Visi tersebut adalah :

1. Ketenagakerjaan, mengandung makna bahwa : Pengentasan
ketenagakerjaan melalui penataan dan peningkatan tenaga kerja yang
terampil, kompeten dan mampu bersaing apabila nantinya bekerja atau
berwirausaha.

2. Perindustrian, mengandung makna bahwa: Mengembangkan industri
yang berasal dari peningkatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat
individu untuk menciptakan kersejahteraan serta lapangan pekerjaan
dengan menghasilkan dan mengekploitasi daya kreasi dan daya cipta
individu tersebut.

3. Perdagangan, mengandung makna bahwa :Peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan pembangunan sarana dan infrastruktur
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perdagangan di pasar-pasar tradisional yang berdampak pada

meningkatnya daya beli masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap organisasi

harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah langkah yang dilakukan berupa

produk kegiatan yang nyata. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, maka dirumuskan

misi sebagai berikut :

1.

Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan

Tenaga Kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.

. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktifitas angkatan

kerja maupun tenaga kerja.

. Peningkatan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan sosial

tenaga kerja.

. Untuk meningkatkan daya saing produk hasil olahan industri di

pasaran diperlukan kreatifitas untuk menghasilkan inovasi dalam
menghasilkan produk dan kemasan yang memiliki daya jual sehingga

mampu mendongkrak omzet penjualan.

. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam upaya menggali

dan mengembangkan potensi -potensi/sentra-sentra perdagangan.
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3. Tugas, Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2016
tentang Organisasi Kota Binjai sebagai dasar pembentukan. Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai unsur penunjang
Pemerintah Kota Binjai di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdaganan dan
pasar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui
Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai terdapat
terdiri dari :
a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, perdagangan, perindustrian dan
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan

pasar dan tugas pembantuan.
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3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan kebijakan di bidang tenaga Kkerja, perindustrian,
perdagangan dan pasar;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kkerja, perindustrian,
perdagangan dan pasar;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga Kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar;
d) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagaian tugas administrasi kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan,  keuangan,  penyusunan  program,  pembendaharaan,
mengkoordinasikan tugas-tugas bidang dan urusan umum lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai

tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan

ketatausahaan, Kketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan,

mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya.

3. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris mempunyai fungsi :

a)

b)

f)

9)

Perumusan  kebijakan  teknis  administrasi  kepegawaian,
perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan
aset serta evaluasi dan pelaporan.

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan sub bagian.

Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai
tugas dan fungsi.

Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas.



h)

)

K)

P)

Q)
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Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan
mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan.

Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis
dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup
Dinas.

Mengkoordinasakan dan memberi petunjuk kepada para Kepala
Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
Mengelola dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan  urusan
kepegawaian.

Mengelola dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan  urusan
pengelolaan keuangan dan aset.

Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan
administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK),

dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
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t) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan.
u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugs dan fungsinya.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Subbag
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang
administrasi umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam lingkup administrasi Umum dan
Kepegawaian.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Subbagian Umum danKepegawaian mempunyai fungsi :

a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
b) Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan
dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan

dan penyimpanan arsip.



d)

f)

9)
h)

)

k)
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Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan
dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan
barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai
habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan
Dinas.

Menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan
dinas.

Menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang
kepegawaian di lingkungan dinas.

Memberikan pelayanan adiminstrasi kepegawaian.

Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur
di lingkungan dinas.

Memeriksa hasil kerja bawahan.

Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam
pembuatan tugas.

Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya
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d. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang
administrasi keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bagian Keuangan

dan Program mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

2. Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu
Sekretaris dalam lingkup administrasi keuangan, penyusunan program
dan pelaporan.

3. Dalam menyelenggaraka tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (2),
Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.

b) Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD).

¢) Menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK).

d) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

e) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

f) Melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan

keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.



9)

h)
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Menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran
belanja rutin dan anggaran belanja lainnya.
Menyiapkan  bahan /pelaksanaan koordinasi  pengelolaan

administrasi keuangan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang peradagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perdagangan mempunyai

tugas dan fungsi:

1. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala

Dinas.

2. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a)

b)

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.

Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap
pelaksanaan tugas.

Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

perdagangan.



f)

9)

h)

)

k)
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Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan
penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang
perdagangan.

Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring,
mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan
SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer,
penjualan langsung.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin
dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana
perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana
penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar
dagang) skala lokal.

Menyelenggarakan ~ pembinaan  dan  pengawasan,  serta
pemerikasaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam
pangan

Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta
mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan
terbungkus dan sistem internasional.

Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
sebagai pertanggungjawaban.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.
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e  Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

Seksi Pembinanan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
mempunyai tugas dan fungsi:

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Perdagangan urusan Pembinaan dan Pengembangan
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri mempunyai fungsi:

a) Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.

b) Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian
kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan.

c) Menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk

ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota.



d)

f)

9)

h)

)

k)
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Menyelenggaran kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah
provinsi daerah kabupaten/kota.

Menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW) untuk
penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba
lanjutan dalam/luar negeri.

Menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan-bahan
sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barangtingkat kota.
Melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan
dalam pengamatan alat-alat ukur, takar timbang dan
perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran
dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang didasarkan
rekomendasi Provinsi.

Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM
Metrologi skala kota.

Menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam
keadaan terbugkus.

Melakukan pengawasan dan penyilidikan tindak pidana undang-
undang metrologi legal.

Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebaga
pertanggungjawaban.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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e Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala

Seksi

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang

Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas dan

fungsi:

1.

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

. Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan

Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai

fungsi :

a) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan
pengawasan distribusi, pengemasan dan perlabelan bahan
berbahaya di tingkat kabupaten/kota.

b) Pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman
beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung

di tempat.



d)

f)

9)

h)
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Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan
perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
Tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi
kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera
padaalat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang
dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran,
penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi
legal.

Menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang
membidangi ke dan perlindungan dengan tembusan Direktur
Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang memuat
informasi.

Data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat-alat timbang
takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian
standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah
yang didasarkan rekomendasi Provinsi.

Menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber
Daya Manusia Metrologi Skala Kota.

Melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang-

undang metrologi legal.



)

k)
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Membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha perdagangan
dan metrologi sebagai pertanggungjawaban.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e  Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas

melaksanakan  sebagian tugas KepalaBidang Perdagangan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar

mempunyai tugas dan fungsi:

1. Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dalam melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang urusan pengelolaan pasar.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

a)
b)

c)

d)

Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.

Melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar.
Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi
perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan
keamanan pasar.

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam

pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
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e) Melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar,
kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar.
f) Mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar,
kebersihan pasar dan perpakiran pasar.
g) Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai
dengan standard akuntabilitas keuangan.
h) Menyiapkan karcis-karcis, formulir-formulir, dan surat-surat
penagihan retribusi pasar serta jenis-jenis pendapatan lainnya.
1) Melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar
modern.
) Memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga
penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang diterapkan.
k) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar.
) Membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai
dengan standar akuntabilitas keuangan.
m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e Unit Pelaksana Teknis
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.
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Kelompok Jabatan Fungsional

a) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan dapat
ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang
dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiridari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¢) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d) Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga
Fungsional senior yang ditunjuk.

e) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

f) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundagn-undangan.
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3.9.3 Struktur Organisasi
Gambar 3.2 : Struktur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Binjai
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat
penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah
disebutkan dalam bab terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan untuk
menjawab permasalahan mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah
dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Ada beberapa
tahap yang dilakukan penulis pada penelitian ini yaitu: pertama penelitian diawali
dangan pengumpulan data dan dokumentasi serta berbagai hal yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara
dengan 4 orang informan yang terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Operator
Analisis Perdagangan dan Petugas Lapangan.

Wawancara dilakukan pada tanggal 6 sampai 13 September di Dinas Tenaga
Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai. Wawancara dilakukan guna
memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta untuk memperoleh
data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data- data tersebut berupa
pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk
menjawab setiap pernyataan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang

dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.
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Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Perdagangan

Kota Binjai. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber

No Nama Umur Jabatan

1. | Marlise Sirait 49 | Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota Binjai

2. | Perdamean 47 | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan
Simamora Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

3. | Ricko Prayogi 25 | Operator Analisis Perdagangan

4. | Johannes Liberty 43 | Petugas Lapangan
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Sumber: Hasil Penelitian Penulis

4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada
informan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang tepat sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan tertentu. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara.
Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara individual yaitu wawancara
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah
dipersiapkan sebelumnya. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini
disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian guna menjawab fenomena
yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut ini:

A. Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis

Agar pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis dapat
terlaksana, maka diperlukan pengawasan langsung dalam proses pelaksanaan
Program Pengawasan Harga Pangan Strategis tersebut. Pengawasan merupakan
suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota
Binjai agar dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan anggotanya yang

dilakukan sebelumnya apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh
penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota
Binjai. Dengan pertanyaan, Bagaimana pengawasan Program Harga Pangan
Strategis itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai. Menurut beliau,

pelaksanaan pengawasan Program Harga Pangan Strategis dilakukan dengan jenis
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pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan
dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap obyek
yang diawasi atau terjun langsung ke lapangan. Seperti, melakukan pemantauan,

meminta data dan memasuki pasar tertentu.

Terkait pengawasan, Kepala Bidang menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri kemudian
Kepala Seksi menyerahkan kembali kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang
bertanggung jawab di lapangan, tugas TPK yaitu setiap harinya melakukan survey
harga bahan pangan pokok yang terdiri dari 34 harga bahan pokok yang terdapat
di 3 pasar yaitu Pasar Tavip, Pasar Kebun Lada dan Pasar Brahrang. Kemudian,
hasil dari data para petugas lapangan diberikan kepada operator. Dengan turun
langsung ke lapangan dalam hal inilah tim dapat mengetahui ada atau tidaknya
kenaikan harga yang terjadi, dan tim juga dapat segera mengatasi ketika ada
masalah di satu harga bahan pokok yang sedang terjadi gejolak ditengah-tengah
masyarakat. Contoh; faktor politik, faktor alam bahkan permainan dari pelaku
usaha yang melakukan penimbunan. Inilah fungsi TPK setiap harinya mengambil
data dan melakukan pengawasan sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk
lebih menekan harga dari para pedagang agar harga bahan pokok Kota Binjai

tidak terjadi inflasi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan

pertanyaan, Apakah pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
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dilakukan dengan penyajian data. Menurut beliau, pelaksanaan program
pengawasan harga pangan strategis dilaksanakan dengan adanya penyajian data.
Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai juga menyediakan data untuk provinsi dan
Kementrian Perdagangan melalui website Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
Nasional (PIHPS) Nasional. Dinas Perdagangan Kota Binjai juga bekerja sama

dengan Kabupaten lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh
penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota
Binjai. Dengan pertanyaan, Apakah hasil pelaksanaan Program Pengawasan
Harga Pangan Strategis diinformasikan kepada publik. Menurut beliau, kami
selaku Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan sosialisasi kepada publik
mengenai Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Dengan melalui papan
informasi, media informasi seperti surat kabar dan radio. Namun mengenai
penginformasian hasil pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis

tidak di informasikan kepada publik tetapi hanya kepada pelaku pasar.

B. Adanya Laporan Secara Periodik

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban seseorang atau organisasi untuk
memberikan laporan pertanggungjawaban segala kegiatannya kepada yang berhak

dan berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang mencakup
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pada pertanggungjawaban Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam penyampaian

laporan kepada Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan
pertanyaan, Bagaimana laporan pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan
Strategis dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai. Menurut beliau, laporan
pelaksanaan dijalankan dengan baik dan dilaporkan setiap harinya, dengan
melakukan input data kemudian diinformasikan serta turun ke lapangan untuk
mencari informasi serta langsung melakukan pengawasan. Informasi atau data
yang diperoleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai adalah hasil kerja sama
dengan Perekonomian, Polres Harga Pangan serta Sekda untuk mereka koreksi
lagi. Dan ketika adanya bahan pangan pokok yang langka pihak Dinas

Perdagangan Kota Binjai mencoba bekerjasama dengan Dinas lain yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Marise Sirait (diwawancarai oleh
penulis pada 6 September 2019) selaku Kepala Bidang Dinas Perdagangan Kota
Binjai. Dengan pertanyaan, Bagaimana publik dapat mengetahui tentang harga.
Menurut beliau, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya bisa menyampaikan

melalui media (surat kabar dan radio).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ricko Prayogi (diwawancarai
oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Operator Analisis Perdagangan.

Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan
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pelaporan secara periodik. Menurut beliau, pelaporan secara periodik dengan cara
setiap hari mengambil data kemudian di input setiap hari juga dan dikirim setiap
harinya. Pelaporan secara periodik dilakukan secara internal sesama Dinas yang
terkait ke Provinsi, Pusat, Kementrian Perdagangan, Polres dan Perekonomian
secara online. Pelaporan secara online ataupun yang melalui website langsung ke
Kementrian Perdagangan, menurut orang Bank Indonesia (BI) hal tersebut sangat
membantu karena langsung ke staff ahlinya Presiden. Sedangkan untuk dipasar
juga setiap harinya pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan laporan

secara periodik untuk mencegah penimbunan.

C. Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pelaku Usaha

Kerjasama merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas
Perdagangan Kota Binjai untuk memperolah tujuan bersama dan hasill yang dapat

dinikmati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan
pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai berkoordinasi dengan
pelaku usaha dalam menghadapi gejolak harga pangan. Menurut beliau, ketika
terjadinya gejolak pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan rapat
di aula Polres Harga Pangan bersama pelaku usaha untuk menghimbau agar harga
bahan pokok tetap terjaga. Pihak Dinas akan membantu ketika para pelaku usaha

memiliki hambatan sampai titik dimana masalah para pelaku usaha tersebut. Dan
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mencari solusinya hingga tujuannya harga bahan pokok ini tidak menjadi suatu

masalah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Johannes Liberty Ginting
(diwawancarai oleh penulis pada 12 Setember 2019) selaku Petugas Lapangan.
Dengan pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan
pendataan ketersediaan stok dan pantauan pergerakan barang di pasaran. Menurut
beliau, Kota Binjai bukan penyedia dan bukan juga pemasok. Artinya, bahwa
Kota Binjai adalah kota persinggahan dari Kota Medan ke Binjai, Langkat ke
Binjai ataupun Brastagi ke Binjai. Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya
melakukan pendataan di titik-titik tertentu pasar dan mengawasi pendistribusian
dititik beberapa pasar yang ada. Seperti di Pasar Tavip Kota Binjai itukan harga
bahan pangan pokok yang 34 bahan pokok itu berasal dari Brastagi kemudian
turun di Kota Binjai lalu di distribusikan. Hal tersebut yang dilakukannya
pengawasan langsung oleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai. Untuk
ketersediaan stok, Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya di tingkat distributor,
dan distributor pun tidak lama menyimpan barang karena ketika datang barang
langsung diturunkan lalu diedarkan. Ketersediaan stok terus bergulir sehingga

datang, jual dan habis.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan
pertanyaan, Bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan antisipasi agar

tidak terjadi gejolak harga pangan. Menurut beliau, Dinas Perdagangan Kota



53

Binjai tetap memonitoring dengan cara melakukan pengawasan, sosialisasi,
pendataan dan mencari solusinya. Ketika terjadi gejolak harga pangan, tim
mencoba menekan pelaku usaha untuk menurunkan harga menjadi seminim-
minimnya dan di Hari Besar Keagamaan Nasional akan diadakan pasar murah.
Ketika harga bahan pangan naik ataupun langka, pihak Dinas Perdagangan Kota

Binjai akan mengadakan pasar murah.

D. Adanya Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan suatu pencapaian yang dikerjakan oleh seseorang
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikan yang mencakup keberhasilan Program Pengawasan Harga Pangan
Strategis yang telah ditargetkan, kesesuaian dengan panduan yang ditetapkan,
pencapaian pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
berdasarkan visi misi Dinas. Serta kemampuan Sumber Daya Manusia tim

pelaksana kegiatan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Ricko Prayogi (diwawancarai
oleh penulis pada 6 September 2019) selaku Operator Analisis Perdagangan.
Dengan pertanyaan, Bagaimana petugas menyampaikan laporan penyelenggaraan
pelaksanaan program harga pangan strategis. Menurut beliau, petugas menginput
data dari pasar, ada 3 pasar di Kota Binjai yaitu Pasar Tavip, Pasar Kebun Lada
dan Pasar Brahrang. Petugas menginput data secara manual dengan formulir yang

pihak Dinas Perdagangan Binjai berikan dari 34 bahan pangan pokok yang ada.
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Ketika petugas sudah mendapatkan data dari pedagang , petugas akan langsung
melaporkan kepada operator. Kemudian, operator akan menghimpun semua data
yang ada dan dijadikan menjadi satu. Selanjutnya, laporan diserahkan kepada
Kepala Seksi dan Kepala Seksi menyerahkannya kepada Kepala Bidang. Lalu
laporan penyelenggaraan akan dikirim ke PIHPS Sumut, ke beberapa SKPD,

Perekonomian dan Polres Harga Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan
pertanyaan, Bagaimana keberhasilan program harga pangan strategis dievaluasi.
Menurut beliau, keberhasilan program harga pangan strategis dievaluasi dengan
cukup baik. Artinya, Pemerintah sendiri mendukung program pengawasan harga
pangan strategis ini karena program ini berjalan dari Provinsi ke Kabupaten Kota.
Jadi, Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Utara semuanya mempunyai program
ini, semua bertugas dan turut mengambil peran pada program ini sehingga ketika
ada satu masalah di harga bahan pokok ini segera dapat diketahui. Provinsi juga
mengadakan sosialisasi atau undangan untuk memberitahukan bagaimana
program ini berjalan. Hal tersebut juga menjadi tingkat dari suatu
keberhasilannya. Dinas Perdagangan Kota Binjai tetap terkontak dari stasi-stasi
lain dari Kabupaten Kota satu ke Kabupaten Kota yang lainnya. Pihak Dinas

Perdagangan Kota Binjai tetap berbagi informasi-informasi yang ada. Jadi, tetap
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diusahakan agar semua datanya selalu ter-update. Program Pengawasan Harga

Pangan Straegis dilaksanakan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Perdamean Simamora
(diwawancarai oleh penulis pada 12 September 2019) selaku Kepala Seksi
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri. Dengan
pertanyaan, Apakah dengan adanya pelaksanaan program pengawasan harga
pangan strategis dapat menstabilkan harga pangan di pasaran. Menurut beliau,
dengan adanya pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis,
kenaikan harga sejumlah bahan pokok menjelang dan saat puasa hingga masa
lebaran dapat distabilkan. Dengan cara, tim ataupun petugas menekan harga
paling tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba bermain
curang. Tim atau petugas langsung turun ke lapangan dan sidak langsung
kemudian mencari titik kelemahan sehingga suatu bahan pokok itu bisa naik.
Dengan tim atau petugas turun ke lapangan otomatis ini akan terekspos, ketika
terekspos otomatis pelaku usaha yang mencoba bermain curang akan
memperhitungkan dan mereka pasti takut dikenakan hukuman atau pidana. Maka

dari itu, jangan sampai mereka menaikkan harga pangan secara sepihak.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan
menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan di BAB II.
Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis
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Dari hasil wawancara tentang adanya pelaksanaan pengawasan program
harga pangan strategis. Menyatakan Dinas Perdagangan Kota Binjai memberikan
wewenangnya kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setiap harinya melakukan
survey harga bahan pangan pokok yang terdiri dari 34 harga bahan pokok yang
terdapat di 3 pasar. Lalu data dari para petugas lapangan diberikan kepada
operator dengan turun langsung ke lapangan, dalam hal inilah TPK dapat
mengetahui ada atau tidaknya kenaikan harga yang terjadi. Sehingga dapat segera
mengatasinya ketika ada masalah di suatu harga bahan pokok yang sedang terjadi
gejolak ditengah- tengah masyarakat dan untuk lebih menekan harga dari para
pedagang, agar harga bahan pokok Kota Binjai tidak terjadi inflasi.

Adapun pelaksanaan program pengawasan harga pangan strategis
dilaksanakan dengan adanya penyajian data yang mengawasi 34 harga bahan
pokok. Lalu dari data para petugas kemudian diserahkan kepada operator, data ini
diolah oleh operator, kemudian operator akan mengirimkan data yang didapat dari
pasar ke Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) SUMUT dan PIHPS
SUMUT vyang akan mengirimkan data tersebut ke Bank Indonesia (BI) atau ke
Kementrian Perdagangan. Selain itu, pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai
menyampaikan data dari Kabupaten Kota ke beberapa SKPD yang berdampingan

dengan Dinas Perdagangan Kota Binjai.

Mengenai hasil pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan sosialisasi kepada publik
tentang Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Dengan melalui papan

informasi, media informasi; seperti surat kabar, dan radio. Namun mengenai
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penginformasian hasil pelaksanaan Program Harga Pangan Strategis tidak

diinformasikan kepada publik tetapi hanya kepada pelaku pasar.

Dari hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan Pengawasan Program Harga
Pangan Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai sudah
sempurna sebab pengawasan yang dilakukan itu pengawasan secara rutin dan

terstruktur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Binjali
menyerahkan pengawasan ini kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang rutin
melakukan survey harga bahan pokok yang terdapat di 3 pasar dengan turun
langsung ke lapangan agar mengetahui ada atau tidaknya terjadi inflasi.

4.2.2 Adanya Laporan Secara Periodik

Dari hasil wawancara tentang adanya laporan secara periodik. Menyatakan
bahwa laporan pelaksanaan dijalankan dengan baik dan dilaporkan setiap harinya,
dengan melakukan input data kemudian diinformasikan serta turun ke lapangan
untuk mencari informasi dan melakukan pengawasan. Informasi atau data yang
diperoleh pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai adalah hasil kerjasama dengan
Perekonomian.

Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya bisa menyampaikan melalui
papan infirmasi dan media informasi ( surat kabar dan radio).

Dinas Perdagangan Kota Binjai melakukan pelaporan secara periodik dengan
cara setiap hari mengambil data kemudian diinput setiap hari dan dikirim setiap
harinya. Pelaporan secara periodik dilakukan secara internal sesama Dinas yang

terkait ke Provinsi, Pusat, Kementrian Perdagangan, Polres Harga Pangan dan
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Perekonomian secara online. Pelaporan secara online melalui website langsung ke
Kementrian Perdagangan, menurut orang Bank Indonesia (BI).

Dari hasil analisis penulis terhadap laporan secara periodik sudah sangat
memadai tetapi adanya kekurangan dalam penyampaian kepada publik mengenai
harga yang disampaikan hanya melalu papan informasi, media informasi (surat
kabar dan radio).

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa laporan secara periodik
dilaksanakan setiap hari guna mencegah terjadinya penimbunan dan dilakukan
secara internal dan secara online.

4.2.3 Adanya Kerjasama Antara Petugas dan Pelaku Usaha

Dari hasil wawancara tentang adanya kerjasama antara petugas dan pelaku
usaha. Menyatakan bahwa ketika terjadinya gejolah pihak Dinas Perdagangan
Kota Binjai akan mengadakan rapat di aula Polres Harga Pangan bersama pelaku
usaha untuk menghimbau agar harga bahan pokok tetap terjaga. Pihak Dinas akan
membantu ketika para pelaku usaha memiliki hambatan.

Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya melakukan pendataan dititik-titik
tertentu pasar dan mengawasi pendistribusian di titik beberapa pasar yang ada.
Untuk ketersediaan stok, Dinas Perdagangan Kota Binjai hanya ditingkat
distibutor, dan distributor pun tidak lama menyimpan barang karena ketika datang
langsung diturunkan lalu diedarkan. Ketersediaan stok terus bergulir sehingga
datang, jual dan habis.

Dinas Perdagangan Kota Binjai memonitoring dengan cara melakukan

pengawasan, sosialisasi, pendataan dan mencari solusinya. Ketika terjadi gejolak
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harga pangan, tim mencoba menekan pelaku usaha untuk menurunkan harga
menjadi seminim-seminimnya. Ketika harga bahan pangan naik ataupun langka,

pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai akan mengadakan pasar murah.

Dari hasil analisis penulis terhadap adanya kerjasama antara petugas dan
pelaku usaha. Menyatakan bahwa petugas dan pelaku usaha sudah bekerjasama
dengan baik dalam memecahkan persoalan gejolak harga pangan.

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa kerjasama antara petugas dan
pelaku usaha sudah bekerja sama dengan baik dengan melakukan rapat-rapat dan
koordinasi serta pengawasan langsung ke pasar.

4.2.4 Adanya Hasil Kerja

Dari hasil wawancara tentang adanya hasil kerja. Menyatakan bahwa,
petugas menginput data dari pasar, menginput data secara manual dengan
formulir yang Pihak Dinas Perdagangan Kota Binjai berikan dari 34 bahan
panhgan pokok yang ada.

Adapun keberhasilan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
dievaluasi dengan cukup baik, sehingga ketika ada suatu masalah di harga bahan
pangan pokok ini segera dapat diketahui. Provinsi juga mengadakan sosialisasi
atau undangan untuk memberitahukan bagaimana program ini berjalan. Hal
tersebut juga menjadi tingkat dari suatu keberhasilannya. Pihak Dinas
Perdagangan Kota Binjai tetap berbagi informasi-informasi yang ada. Jadi, tetap

diusahakan agar semua datanya selalu terupdate. Pelaksanaan Program



60

Pengawasan Harga Pangan Strategis juga dilaksanakan sesuai dengan panduan
yang ditetapkan.

Dengan tim ataupun pertugas menekan harga paling tidak memberikan efek
jera kepada pelaku usaha yang mencoba bermain curang.

Dari hasil analisis penulis terhadap adanya hasil kerja. Menyatakan bahwa,
hasil kerja dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Bahan Pangan
Strategis sudah cukup baik, semua pihak turut berperan dalam pelaksanaan
program tersebut.

Dari hasil uraian tersebut disimpulkan bahwa hasil kerja harus di evaluasi

dengan lebih baik lagi dengan berdasarkan panduan yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Adapun wawancara yang dilakukan penulis untuk melengkapi dalam
penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan pokok-pokok
permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mugkin akan
berguna kedepannya. Maka kesimpulan pada penelitian ini ialah :

Bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kota Binjai dalam pelaksanaan Program
Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS) sudah akuntabel, pihak Dinas
Perdagangan Kota Binjai secara rutin melakukan pengawasan di beberapa pasar
di Kota Binjai.

Dinas Perdagangan Kota Binjai sudah menjalankan kinerjanya dengan baik
dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis (HPS), Tim
Pelaksana Kegiatan(TPK) ataupun petugas lapangan setiap harinya melaporkan
data-data yang sudah didapat dari tiap-tiap pasar. Tetapi masih adanya
kekurangan sarana maupun prasarana mengenai harga yang akan disampaikan
kepada publik.

Petugas dan pelaku usaha sudah bekerja sama dengan baik dengan
melakukan rapat-rapat dan koordinasi serta pengawasan langsung ke pasar.

Evaluasi dari pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis
sudah cukup baik. Dinas Perdagangan Kota Binjai berhasil mencari solusi dari

setiap permasalahan yang muncul.
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5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah kemukakan diatas, maka penulis
memberikan saran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dalam Pelaksanaan
Program Pengawasan Harga Pangan Strategis Di Dinas Perdagangan Kota Binjai
sebagai berikut :

Dinas Perdagangan Kota Binjai harus lebih meningkatkan rasa tanggung
jawab dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis.

Dinas Perdagangan Kota Binjai juga harus lebih memaksimalkan kinerjanya
dalam pelaksanaan Program Pengawasan Harga Pangan Strategis. Tim Kegiatan
Pelaksana dan para pelaku usaha harus dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi
agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan dan
untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas Perdagangan Kota Binjai harus bisa lebih banyak menemukan solusi
untuk menghadapi kedala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program

Pengawasan Harga Pangan Strategis.
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PEDOMAN WAWANCARA

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN
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PERDAGANGAN KOTA BINJAI
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A. Adanya Pelaksanaan Pengawasan Program Harga Pangan Strategis
1) Menurut Bapak/lbu, bagaimana pengawasan program harga pangan
strategis itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Binjai?
2) Menurut Bapak/lbu, apakah dilakukan dengan menggunakan penyajian
data?
3) Menurut Bapak/lbu, apakah penyajian data itu diinformasikan kepada
publik?
B. Adanya Laporan Secara Periodik
1) Menurut Bapak/lbu, bagaimana laporan pelaksanaan program
pengawasan harga pangan strategis dilakukan oleh Dinas Perdagangan
Kota Binjai?
2) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana publik dapat mengetahui tentang
harga?
3) Menurut Bapak/lbu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai

mengantisipasi jika terjadinya kenaikan harga?



C. Adanya kerjasama antara petugas dan pelaku usaha

1)

2)

3)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai
berkoordinasi dengan pelaku usaha dalam menghadapi gejolak harga
pangan?

Menurut Bapak Ibu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai
melakukan pendataan ketersediaan stok dan pantauan pergerakan
barang dipasaran?

Menurut Bapak/lbu, bagaimana Dinas Perdagangan Kota Binjai

melakukan distribusi ke pasar-pasar tradisional?

D. Adanya Hasil Kerja

1)

2)

3)

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana petugas menyampaikan laporan
penyelenggaraan pelaksanaan program pengawasan harga pangan
strategis?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keberhasilan program harga pangan
strategis dievaluasi?

Menurut Bapak/lbu, apakah dengan adanya pelaksanaan program
pengawasan harga pangan strategis dapat menstabilkan harga pangan

dipasaran?
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